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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam pelaksanaan Rapat Umum 

Pemegang Saham secara elektronik (E-RUPS) pada Perseroan Terbatas di 

Indonesia memiliki semangat reformasi sistem yang jauh lebih maju dibandingkan 

sebelumnya. Secara komperhensif, penerapan e-Proxy tersebut dapat dilihat dari 

beberapa aspek seperti: Pertama. kemajuan sisten yang digunakan dalam penerpan 

e-Proxy memiliki tujuan untuk melindungi pemegang saham agar tetap 

mendapatkan haknya dalam pelaksanaan RUPS tanpa harus datang kelokasi rapat 

(cross border system); Kedua, dari segi regulasi di Indonesia belum terdapat aturan 

yang baku terhadap pelaksanaan e-Proxy, baik pada KUHPerdata, UUPT, PP 

71/2019, maupun POJK. Pengaturan yang ada saat ini hanya sebatas ketentuan 

teknis yang dibuat oleh lembaga penyelenggara sistem elektronik yaitu KSEI; 

Ketiga. terdapat ketidaksinkronan atau perbedaan pengaturan antara POJK dan 

peraturan teknis KSEI, dimana dalam penyelenggaraan E-RUPS dan e-Proxy POJK 

bersifat opsional sedangkan peraturan teknis KSEI besifat mandatori; Keempat, 

pengunaan sistem e-Proxy di negara lain jauh lebih efektif dibandingkan di 

Indonesia, dari segi regulasi negara Turki, Kenya, dan Malaysia hanya memiliki 1 

(satu) regulasi khusus yang diperbaharui sajak e-Proxy diterapkan. Sementara itu, 

di Indonesia memiliki hampir 4 (empat) regulasi dengan karakteristik yang cukup 

kaku dalam penerbitan/pembaruan regulasi, sehingga sistem yang ada harus 

menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan. 

 Mekanisme dan implentasi e-Proxy pada penyelenggaraan E-RUPS akan 

semakin mempermudah proses birokrasi dalam pelaksaannya, dimana pemegang 

saham dapat memilih tipe kehadiran baik fisik maupun elektronik, memilih tipe 

kuasa yang ingin digunakan (spesial authority/general authority), serta 

menggunakan hak suara dalam rapat secara elektronik. Pemegang saham juga tidak 

perlu merasa khawatir apabila berhalangan hadir, karena pada sistem elektronik 

telah disediakan pilihan penerima kuasa dengan spesifikasi yang dapat ditentukan 
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oleh pemegang saham. Penerima kuasa yang ditunjuk akan secara oromatis 

menjalankan kuasa yang dibeerikan oleh pemegang saham berdasarkan tipe kuasa 

yang diberikan, sehingga jaminan hak pemegang saham dalam RUPS dapat 

terlaksana meskipun hanya melalui kuasa. 

 Dalam penyelenggaraan e-Proxy, tipe kuasa yang dipilih akan menentukan 

hasil dari keputusan rapat yang diselenggarakan. Apabila pemegang ssaham 

memberikan kuasa secara khusus (special authority), maka dia tidak perlu khawatir 

terkait dengan keputusan RUPS karena sudah menjadi risiko berdasarkan pilihan 

suara yang diberikan. Akan tetapi, apabila pemegang saham meberikan kuasa 

secara umum (general authority), maka hal ini akan berpotensi meninbulkan 

sengketa (dispute), dimana ketika hasil keputusan RUPS tidak sesuai dengan 

pemgang saham maka penerima kuasa akan dapat dipersalahkan atas keputusan 

yang diambil. Dengan demikian, untuk melindungi pemegang saham maupun 

penerima kuasa dan meminimalisir terjadinya sengketa, maka dalam e-Proxy harus 

diwajibkan dengan pemberian kuasa secara khsus (special authority) dengan didasri 

perjanjian terkait kewenangan untuk mewakili pemegang saham berdasarkan 

spesifikasi tugas yang diberikan. Hal tersebut akan juga akan memberikan jaminan 

Pelindungan hukum bagi para pihak karena kuasa yang diberikan bersifat khusus 

bukan bersifat umum /luas. Selanjutnya, untuk menjamin adanya kepastian hukum 

terhadap e-Proxy yang sedang dijalankan oleh penerima kuasa, maka kuasa yang 

diberikan secara khusus harus terikat kepada kedua belah pihak, dimana akan 

timbul hak dan kewajiban untuk memenuhi segala perikatan dari kuasa yang dibuat, 

termasuk kuasa termasuk kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penerima kuasa atas keputusan 

sepihak yang dilakukan oleh pemegang saham. Dengan demikian penyelenggaraan 

e-Proxy dalam E-RUPS tidak hanya dilihat tataran regulasi saja, akan tetapi juga 

dapat dilihat dalam bebagai aspek yang menjadi bagian dari sistem elektrnik 

tersebut. 

IV.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



82 
 

1. Penyelenggaraan e-Proxy dalam E-RUPS merupakan hal yang baru di 

Indonesia, oleh karenanya lembaga yang berwenang dalam hal ini 

Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan seperangkat aturan yang 

komprehensif yang mengatur implementasi dari e-Proxy tersebut, 

sehingga terdapat acuan baku dalam pelaksanaannya. 

2. Penerapan e-Proxy pada E-RUPS di Indonesia harus didukung dengan 

sistem yang memadai sehingga dalam pelaksanaanya akan dapat 

mengakomondir seluruh pentingan pemegang saham baik pada perseroan 

terbuka maupun perseroan tertutup. Sebagaimana sistem yang telah 

diterapkan di Turki yang dapat menjadi solusi untuk melakukan 

reformasi sistem penyelenggaraan e- Proxy dalam E-RUPS di Indonesia. 

3. Perlu adanya sinkronisasi regulasi terkait perkembangan sistem dalam 

pelaksanaan e-Proxy ataupun E-RUPS, di Indonesia dapat diterapkan 

dengan melakukan pembaruan baik UUPT, POJK, maupun peraturan 

pelaksana. Hal tersebut dapat dilihat dalam sistem yang diterapkan di 

Malaysia dan Kenya, sehingga ketika terdapat inovasi baru dalam bidang 

hukum perusahaan maka akan langsung diakomordir dalam regulasi yang 

mengatur tentang hukum Perseroan atau hukum perusahaan di negara 

tersebut. 
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